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Penyelenggaraan lelang di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan K ekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL). Dalam Pasal 1A ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Pajak Pertambahan Nila (UU PPN) diatur
bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) melalui juru lelang termasuk ke dalam definisi penyerahan
yang dikenakan PPN. Aturan tersebut juga dipertegas kembali di dalam Pasal 8 PP 1/2012. Pasca terbitnya
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PP 1/2012 statusnya sudah tidak berlaku dan
digantikan dengan PP 44/2022. Namun, PP 44/2022 menghapus ketentuan mengenai tata cara pemungutan
PPN atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Hingga saat ini belum ada aturan pelaksana dalam
bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan PPN atas
penyerahan BKP melalui lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pel aksanaan pemungutan PPN
atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL dan menganalisis kebijakannya ditinjau dari asas kepastian
(certainty). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa
studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam
proses pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL, yakni kurangnya sinkronisasi
antara kebijakan di bidang PPN dan lelang serta belum adanya kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan
PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Kebijakan PPN yang berlaku juga belum memenuhi asas
kepastian (certainty) karena belum ada peraturan yang mengatur terkait siapa pihak yang menjadi Pemungut
PPN. Kondisi ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara yang berasal dari PPN.

...... The organization of auctionsin Indonesiais carried out by the State Assets and Auction Service Office.
Article 1A paragraph (1) letter c of the Value Added Tax Law (VAT Law) stipulates that the delivery of
Taxable Goods through an auctioneer falls under the definition of taxable delivery. Thisruleisalso
reinforced in Article 8 of Government Regulation No. 1/2012. After the enactment of the Harmonization of
Tax Regulations Law (HPP Law), Government Regulation No. 1/2012 was repealed and replaced by
Government Regulation No. 44/2022. However, Government Regulation No. 44/2022 removes the
provisions regarding the procedure for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctioneer.
To date, there are no implementing regulations in the form of a Minister of Finance Regulation that govern
the collection of VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. This research aims to analyze the
implementation of VAT collection on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets
and Auction Service Office and to review the policy from the perspective of the principle of certainty. This
study uses a post-positivist approach with data collection techniques including literature and field studies.
The results of this research show that there are several obstacles in the process of collecting VAT on the
delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office, namely the lack
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of synchronization between VAT and auction policies, as well as the absence of technical implementation
policiesfor collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. The current VAT policy
also does not fulfil the principle of certainty because there is no regulation clarifying who is responsible for
collecting the VAT. This situation can result in the potential loss of state revenue from VAT.



